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Abstrak
 

Ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) dan Pasal 61 PP Nomor 36

Tahun 2021 (PP Pengupahan) mengatur tentang pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan

pembayaran upah pekerja, yang mana besarannya disesuaikan dengan persentase tertentu dari upah

pekerja. Pengenaan denda tersebut diberikan dalam rangka melindungi hak pekerja atas kesejahteraan, salah

satunya bersumber dari penerimaan upah secara layak, tepat waktu, dan berkesinambungan. Skripsi ini

disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui

penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan dan narasumber untuk

melengkapi kebutuhan penelitian akan data-data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam

praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana tercermin melalui

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg dan Mahkamah Agung

Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Dalam putusan Mahkamah Agung, Majelis hakim justru menghapus

pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah dengan sejumlah pertimbangan

tertentu. Seharusnya, upah dipandang sebagai hal esensial bagi pekerja yang dimanfaatkan guna mencukupi

kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga perlindungan terhadapnya harus selalu diusahakan. Dengan

menghapuskan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah, Majelis Hakim dipandang tidak

memberi keadilan dan menghalangi pekerja dalam memperoleh hak atas kesejahteraan. Oleh

karenanya, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus dapat menjamin pembayaran upah pekerja ke

depannya dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perlu disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian

Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama mengenai tanggal pembayaran upah setiap

bulan dan mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah pekerja. Adapun, dibutuhkan

peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pembayaran upah pekerja.

......Article 95 paragraph (2) of the Law Number 13 of 2003 on Manpower and Article 61 of Government

Regulation Number 36 of 2021 on Wages regulate the imposition of fines on entrepreneurs for delays in

paying workers' wages, the amount of which is adjusted to a certain percentage of the workers' wages. The

imposition of fines is given to protect workers' rights to welfare, one of which stems from receiving wages

in a decent, timely, and sustainably. This thesis is prepared using the doctrinal legal research method by

utilizing secondary data obtained through literature review and by conducting interviews with several

informants and sources to complement the research needs for supporting data. The research results show that

in practice, these provisions have not been fully implemented properly as reflected in the Industrial
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Relations Court Decision Number 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg and the Supreme Court Number 1014

K/Pdt.Sus-PHI/2023. In the Supreme Court Decision, the panel of judges actually removed the imposition of

fines on entrepreneurs for delays in paying wages with certain considerations. Wages should be seen as

essential for workers to meet their and their families' needs, thus protection for it should always be sought.

By removing the imposition of fines for delays in paying wages, the panel of judges is considered to not

provide justice and hinder workers in obtaining their rights to welfare. Therefore, Perumda Trans Pakuan

Kota Bogor must ensure that future payment of workers' wages is carried out properly. In addition, it is

necessary to collectively agree and stipulate in the Employment Agreement, Company Regulations, or

Collective Labor Agreement regarding the date of wage payment each month and the mechanism for

imposing fines for delays in paying workers' wages. Furthermore, government intervention is needed to

oversee the implementation of workers' wage payments.


